PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 21 TAHWN 1961
TENTANG
PENETAPAN PR CR TAS DAN PRCBEDLR KRED' T LUAR NECER  DALAM
HUBUNGAN PELAKSANAAN PROYEK- PROYEK  PEIVBANGUNAN
NAS ONAL SEMESTA BERENCANA

PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang :

a. bahwa untuk nenjamn kel ancaran dan efisiensi dalam pel aksanaan
pr oyek- proyek Penbangunan Nasional Senesta Berencana perlu segal a
kegi atan di bi dang i ni di koor di nasi kan dengan sebai k- bai knya;

b. bahwa untuk naksud itu perlu di adakan penetapan prioritas di antara
pr oyek- proyek penbangunan tersebut ;

C. pahwa dengan naksud yang sana nengenai pinjaman dari |uar negeri pun
per | u di adakan penerti ban;

d. pbahwa di rasakan perlu pul a adanya penjagaan tegas dan bij aksana atas

kestabi |l an keadaan.noneter yang nerupakan syarat nmutlak bagi
per kenbangan ekonom nasi onal pada unumya;

Mengi ngat

1. Pasal 10 Ketetapan Myjelis Pernusyawaratan Rakyat Senentara Republik
Indonesia MNormor 1I/MPRSY 1960 tentang Garis-garis Besar Pola
Penbangunan Nasi onal Senesta Berencana tahapan Pertama 1961- 1969;

2. Peraturan Presiden Nonor 15 tahun 1959 tentang Dewan Ekonom dan
Penbangunan sebagai nana tel ah di ubah dengan Peraturan Presiden Nornor
24 tahun 1960;

3. Keput usan- keput usan Presiden Republik Indonesia Nonor 107 dan 108
t ahun 1961,

4., Pasal 7 ayat 1 yo pasal 13 ayat 8 dan 9 Unhdang-undang Pokok Bank
| ndonesi a;

5. Pasal 8 dan 9 Uhdang-undang Nonor 21 Prp tahun 1960 tentang Bank
Penbangunan | ndonesi a;

Mendengar

Dewan Penbangunan pada tanggal 2 Desenber 1961.
MEMUTUSKAN :

Menet apkan :

PERATURAN PRESI DEN TENTANG PENETAPATAN PR CR TAS DAN PRCBEDLR KRED' T LUAR
NECGER DALAM HBUNGAN  PELAKSANAAN  PROYEK- PROYEK  PEIVBANGUNAN - NASI ONAL
SEMESTA BERENCANA

Pasal 1.

Tiap-tiap tahun Presiden nenetapkan prioritas proyek-proyek penbangunan
yang akan dilaksanakan ol eh nasi ng-nasing Departenen yang bersangkutan
untuk tahun berikutnya untuk ditetapkan kenudi an dal am Anggar an Pendapat an
dan Bel anj a Negar a.

Pasal 2.



Sepanj ang pel aksanaan sesuatu proyek nenerlukan penbi ayaan dengan kredit
dari luar negeri, nmaka dal am penetapan prioritas ternmaksud pada pasal 1
di cantunkan pul a syarat-syarat pokok m ni num nengenai penbayaran kenbal i,
yang akan di nuat dalamperjanjian kredit |uar negeri yang bersangkut an.

Pasal 3.

(1) Waha nencari sunber-sunber kredit di luar negeri, yang akan
di gunakan untuk nenbi ayai sesuatu proyek penbangunan, dilakukan ol eh
Bank Indonesia dibantu oleh Bank Penbangunan |Indonesia dan
Perwaki | an-perwaki l an Republik Indonesia di luar negeri dengan
nengi ngat garis-garis kebijaksanaan unum dan syarat-syarat yang
di t et apkan ol eh Dewan Moneter.

(2) Dalam hal-hal yang khusus Dewan Mbneter dapat nengi kut sertakan
instansi |ain dal amusaha tersebut pada ayat (1).

(3) Penetapan alokasi kredit luar negeri, yang belum ditentukan
penggunaannya, bagi proyek-proyek penbangunan dilakukan ol en Dewan
Ekonom dan Penbangunan setel ah nmendengar usul -usul Bank | ndonesi a
dan Bank Penbangunan | ndonesi a.

Pasal 4.

(1) Waha nencari calon supplier, baik di dalam naupun di |uar negeri,
di | akukan ol en Departenen yang bersangkutan nelalui suatu tender,
kecual i jika Penerintah nenetapkan | ain.

(2) CGara nenyel enggarakan tender termaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan Menteri Pertana.

Pasal 5.

(1) Perjanjian-perjanjian kredit luar negeri, yang akan di gunakan untuk
nenbi ayai proyek- proyek penbangunan yang pada saat nul ai berl akunya
peraturan ini telah disetujui ol eh Penerintah dan pihak |uar negeri,
tetap dilaksanakan nenurut Kketentuan-ketentuan dan syarat-syarat
dal am perj anji an yang ber sangkut an.

(2) Persiapan penbuatan perjanjian kredit |luar negeri yang ternyata akan
di gunakan untuk proyek-proyek yang tidak ternasuk dal am penetapan
prioritas sebagai mana ternaksud pada pasal 1 dihenti kan.

(3) Persiapan penbuatan perjanjian kredit luar negeri yang akan di gunakan
untuk nenbi ayai proyek-proyek penbangunan yang nendapat prioritas
sebagai nana ternaksud dal am pasal 1, disesuai kan dengan ket entuan-
ket ent uan dal am Peraturan Presiden ini.

Pasal 6.
Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada hari di undangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya nenerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penenpatan dal am Lenbaran Negara Republik



| ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desenber 1961.
Presi den Republ i k | ndonesi a,

ttd.

SCEKARNQ
O undangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desenber 1961.
Sekretari s Negar a,

ttd.
MOHD, | GHSAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 21 TAHWN 1961

TENTANG
PENETAPAN PR CR TA DAN PRCBEDLR KREDI T LUAR NECER
DALAM HUBUNGAN  PELAKSANAAN  PROYEK- PROYEK  PEIVBANGUNAN

NAS ONAL SEMESTA BERENCANA

UMM

Cal am nel aksanakan Rencana Penbangunan Nasional Senesta Berencana
Perneri ntah di hadapkan pada pilihan tentang proyek- proyek nana dari pada
sel uruh proyek yang telah ditetapkan ol eh Dewan Perancang Nasional dan
telah disahkan oleh Mjelis Pernusyanaratan Rakyat Senentara, akan
di | aksanakan | ebi h dahul u, dan proyek-proyek nmana perlu ditunda.

Pertinbangan ini perlu nengingat terbatasnya alat-alat penbiayaan yang
dapat disedi akan, yang berasal baik dari dal am rmaupun dari |uar negeri.
Dal am nenent ukan pili han proyek-proyek perlu diperhati kan berbagai fakta
yang bersifat ekonoms, politis naupun sosial, sehingga dal am
nenyel enggar akan penbangunan tersebut dapatlah diperoleh hasil yang
naximal . Wtuk nenjamn kelancaran serta effisiensi dal am nel aksanakan
penbangunan proyek-proyek penbangunan tersebut perlu di adakan penertiban
dan koordi nasi yang sebai k-bai knya dal am nengusahakan, nenyedi akan serta
nenggunakan al at - al at penbi ayaannya.

PASAL DEM PASAL:
Pasal 1.

Penetapan prioritala proyek-proyek penbangunan tersebut dilakukan
sel anbat -1 anbat nya satu bul an sebel um Anggaran Pendapatan dan Bel anja
Negara di susun ol eh Departenen Keuangan. Hal ini perlu agar dal am nenyusun
Anggaran Pendapatan dan Bel nja Negara tersebut proyek-proyek yang tel ah
ditetapkan prioritas dapat dinmuat dalam Anggaran Penbangunan (ternasuk



anggaran devisen) yang bersangkutan, segala sesuatu dengan nengi ngat
al at-al at penbi ayaan yang di per ki r akan.

Pasal 2.

Syar at - syarat pookok neni num nengenai penbayaran kenbal i kredit |uar negeri
yang harus dinuat dal am perjanjian yang bersangkutan seperti: penbayaran
pada waktu contract dibuat (down paynent), penbayaran sesudah penyerahan
dan lain-lain, penbayaran angsuran setiap tahun/setengah tahun, ditetapkan
dengan nenper hati kan keadaan devi sen Negara, sedemki an rupa hingga tidak
nenber at kan neraca penbayaran. UWituk mnmaksud ini, mnaka syarat-syarat
tersebut sebai knya ditetapkan ol eh suatu badan tertentu, dalamhal ini Bank
| ndonesi a.

Pasal 3.
Qukup | el as.

Pasal 4.

Wsaha nencari cal on supplier di luar negeri khususnya hanya bol eh di | akukan
ol en Departenen setel ah proyek yang ber sangkutan ditetapkan Prioritanya.

Pasal 5.
ayat (1) : Qukup j el as.
ayat (2) . Miksudnya supaya alat-alat penbiayaan, khususnya berasal
dari luar  negeri, hanya digunakan untuk nenbi ayai

proyek- proyek yang tel ah ditetapkan prioritasnya.

ayat (3) . Penyesuai an dengan prosedur seperti yang ditetapkan dal am
peraturan ini perlu diadakan bagi perjanjian kredit |uar
negeri yang sedang di persi apkan.

LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 1961 NCMIR 314
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMCR 2371



